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Abstrak: Difabel masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan tingkat pertama, 
terutama karena keterbatasan mobilitas dan transportasi, sehingga kunjungan difabel ke puskesmas rendah 
dan kebutuhan layanan kesehatan dasar sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
implementasi inovasi layanan antar-jemput difabel (Trans Limo Sehat/TRALIS Difabel) sebagai upaya 
meningkatkan mutu layanan kesehatan inklusif di UPTD Puskesmas Limo, Kota Depok. Proyek ini 
menggunakan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA); masalah diidentifikasi melalui pengamatan langsung, diskusi 
kelompok, analisis dokumen, dan tinjauan kebijakan, sementara intervensi berupa layanan antar-jemput 
dengan pendaftaran digital melalui Google Form serta ambulans puskesmas. Evaluasi dilakukan melalui data 
pendaftaran, pengamatan operasional, serta masukan pengguna. Hasil menunjukkan bahwa program 
TRALIS Difabel meningkatkan akses penyandang disabilitas ke puskesmas dengan melayani sekitar 24 orang 
beserta pendamping selama evaluasi awal; pendaftaran melalui Google Form, barcode, dan WhatsApp 
memudahkan akses informasi, titik penjemputan bertambah menjadi 16 termasuk tiga Posdifa, dan 
pengguna menilai layanan mudah dijangkau serta nyaman, dengan pembiayaan yang memanfaatkan 
anggaran BLUD secara efisien. Dapat disimpulkan bahwa inovasi TRALIS Difabel berhasil mengatasi kesulitan 
mobilitas dan hambatan biaya bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan dasar, dan 
berpotensi menjadi model layanan kesehatan inklusif yang dapat direplikasi di puskesmas lain di Kota Depok 
maupun daerah lain. 
 
Kata kunci: mutu pelayanan, inovasi pelayanan publik, difabel, akses layanan kesehatan, puskesmas 
 
Abstract: People with disabilities continue to face challenges in accessing primary healthcare due to mobility 
and transportation barriers, which reduce healthcare visits and increase the risk of unmet basic health needs. 
This study aims to describe the implementation of the inclusive transport service for people with disabilities 
(Trans Limo Sehat/TRALIS Difabel) as a quality improvement initiative at UPTD Puskesmas Limo, Depok City. 
The project used the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle, in which problems were identified through field 
observations, focus group discussions, document analysis, and policy review, while the intervention provided 
pick-up and drop-off services through digital registration and puskesmas ambulances, and evaluation data 
were drawn from registration records, operational observations, and user feedback. The results show that 
the TRALIS Difabel program improved access to healthcare for people with disabilities, serving about 24 
individuals and their companions during the initial evaluation period; registration via Google Form, barcode, 
and WhatsApp increased access to information, the service expanded to 16 pick-up points including three 
Disability Posyandu (Posdifa), and user feedback was highly positive, with financing through the BLUD budget 
ensuring efficiency and sustainability. It is concluded that the TRALIS Difabel program effectively addressed 
mobility and financial barriers to accessing primary healthcare for people with disabilities and has potential 
as a replicable model for inclusive health services in Depok City and beyond. 
 
Keywords: service quality, public service innovation, persons with disabilities, healthcare access, primary 
health center 
 
Pendahuluan 

Aksesibilitas layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi 
penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menjamin aksesibilitas pelayanan 
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kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak 

(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016). Secara global, terdapat sekitar 1,3 miliar orang yang 
hidup dengan disabilitas, dan kelompok ini menghadapi hambatan sistemik yang lebih besar dalam 
mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan populasi umum (WHO, 2011; Azizatunnisa' 
et al., 2025). 

Di Indonesia, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 

penyandang disabilitas memiliki cakupan jaminan kesehatan yang lebih rendah dan lebih banyak 
menghadapi hambatan finansial dalam mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan 
kelompok nondifabel (Azizatunnisa' et al., 2025; Martak et al., 2021). Hambatan ini tidak bersifat 
tunggal, melainkan berlapis-lapis, mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. 

Penelitian Hasibuan dan Ayuningtyas (2021) menegaskan bahwa perwujudan puskesmas ramah 
disabilitas di Indonesia masih sangat terbatas, dengan aksesibilitas fisik maupun nonfisik yang 
belum memadai di sebagian besar wilayah. 

Di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok, kesulitan akses transportasi menjadi alasan 
utama rendahnya kunjungan penyandang disabilitas ke UPTD Puskesmas Limo. Tidak adanya jalur 

angkutan umum yang melewati puskesmas, terutama di Kelurahan Meruyung dan Limo, membuat 
pasien disabilitas harus bergantung pada ojek daring dengan biaya tinggi. Kondisi ini sesuai 
dengan temuan Tarsidi (2011) dan Rahayu et al. (2013) yang menunjukkan bahwa transportasi 
umum yang tidak ramah bagi disabilitas menghambat mereka dalam memanfaatkan fasilitas 
publik, termasuk layanan kesehatan. Sebagai langkah strategis, UPTD Puskesmas Limo 

meluncurkan Program Trans Limo Sehat (TRALIS) Difabel, layanan antar-jemput baru yang 
menggabungkan transportasi gratis, pendaftaran digital, dan sistem layanan prioritas (Jalur Hijau) 
menjadi satu layanan terpadu. Artikel ini menguraikan proses perancangan, pelaksanaan, dan 
evaluasi TRALIS Difabel menggunakan metode siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act). Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan implementasi inovasi TRALIS Difabel sebagai upaya peningkatan mutu 

layanan kesehatan yang inklusif di UPTD Puskesmas Limo, Kota Depok. 
 

Metode 
Penelitian ini merupakan proyek peningkatan mutu layanan kesehatan yang dilaksanakan 

di UPTD Puskesmas Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, pada periode September–

Desember 2025. Puskesmas ini berakreditasi Paripurna dan melayani wilayah seluas 11,89 km² 
dengan 101.352 jiwa di 4 kelurahan (Limo, Depok, 2024). Proyek ini menggunakan siklus Plan–
Do–Check–Act (PDCA) sebagai kerangka peningkatan mutu berkelanjutan (Deming, 1986) yang 
telah terbukti efektif diterapkan di puskesmas lain di Indonesia (Limato et al., 2019); tahap Plan 
dilakukan dengan mengidentifikasi masalah melalui pengamatan langsung, diskusi kelompok 

terarah, dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan analisis akar masalah menggunakan metode 
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Pohon Masalah serta pemetaan pemangku kepentingan menggunakan Matriks Mendelow; tahap 

Do dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu persiapan (penyusunan SOP, SK, dan pemetaan 16 titik 
jemput), digitalisasi dan edukasi (Google Form, QR Code, dan sosialisasi), serta operasionalisasi 
layanan penjemputan terjadwal setiap Selasa dan Kamis melalui Jalur Hijau, yang resmi 
diluncurkan pada 28 Oktober 2025; tahap Check dilakukan melalui evaluasi data pendaftaran, 
pelaksanaan operasional, masukan pengguna, tinjauan kebijakan, dan pembiayaan; sedangkan 

tahap Act dilakukan dengan menstandarisasi perubahan melalui penguatan dokumen kebijakan, 
sosialisasi kepada staf, standardisasi fasilitas, dan penetapan sistem pemantauan berkelanjutan. 
Sasaran program meliputi penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual, serta lansia 
dengan penyakit tidak menular (PTM) yang membutuhkan kontrol rutin di empat kelurahan 

wilayah kerja Puskesmas Limo, dengan data dikumpulkan melalui daftar pendaftaran daring pada 
Google Form, wawancara singkat dengan pengguna dan pihak terkait, pengamatan langsung 
selama layanan berlangsung, serta tinjauan dokumen kebijakan internal, dan indikator 
keberhasilan berupa peningkatan jumlah pengguna layanan, jangkauan titik penjemputan, 
kemudahan akses informasi, dan tingkat kepuasan pengguna. 
 
Hasil dan Pembahasan 

UPTD Puskesmas Limo merupakan puskesmas non-rawat inap dengan status akreditasi 
Paripurna (2023–2028) yang melayani 4 kelurahan di Kecamatan Limo, didukung oleh 6 dokter 
umum, 1 dokter gigi, 13 bidan, 9 perawat, serta tenaga kesehatan masyarakat, laboratorium, dan 
penunjang lainnya. Wilayah kerjanya mencakup 262 RT di 49 RW, 30.412 rumah tangga, dan 
kepadatan penduduk 8.524 jiwa/km² (UPTD Puskesmas Limo, n.d.). Hasil diskusi kelompok 

terarah dan observasi lapangan pada Oktober 2025 mengidentifikasi kesenjangan akses 
transportasi dari domisili pasien menuju puskesmas sebagai masalah prioritas utama. Analisis 
Pohon Masalah menemukan tiga kluster akar masalah, yaitu hambatan fisik dan ekonomi berupa 
tidak adanya angkutan umum, mahalnya biaya ojek daring bagi keluarga kurang mampu, dan 
keterbatasan pendamping; hambatan infrastruktur dan kebijakan berupa belum tersedianya SOP 

layanan bagi penyandang disabilitas, fasilitas fisik yang belum sepenuhnya mudah diakses, dan 
anggaran khusus yang masih terbatas; serta hambatan sosial dan psikologis berupa stigma 
masyarakat, kurangnya kesadaran keluarga, dan minimnya dukungan emosional bagi penyandang 
disabilitas. Pemetaan Matriks Mendelow mengidentifikasi Kepala Puskesmas dan Camat Limo 

sebagai key players, Dinas Kesehatan sebagai pihak yang perlu dijaga kepuasannya (keep 
satisfied), serta kader Posdifa dan keluarga pasien sebagai pihak yang perlu terus mendapatkan 
informasi (keep informed) (Silvalinda, 2025). 

Berdasarkan temuan tersebut, Program TRALIS Difabel mulai beroperasi pada 20 Oktober 
2025 dan resmi diluncurkan pada 28 Oktober 2025. Pendaftaran dilakukan secara daring sehari 
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sebelum layanan melalui Google Form (https://ungu.in/TRANSLIMOSEHAT) dan barcode, 

didukung pusat informasi WhatsApp (081213379757), dengan layanan berjalan setiap Selasa dan 
Kamis pukul 08.00–09.00 WIB menggunakan dua unit ambulans puskesmas. Mekanisme 
pelaksanaan program secara rinci disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Mekanisme Pelaksanaan Program TRALIS Difabel 
No. Tahapan Pelaksana Waktu 
1 Pendaftaran Online (Google 

Form/QR Code) 
Kader, petugas puskesmas, 
yayasan difabel 

H-1 (maks. 21.00 WIB) 

2 Verifikasi dan Penentuan Rute Tim TRALIS (koordinator 
lapangan) 

H-1 sore / pagi hari 
layanan 

3 Penjemputan Peserta Sopir dan tenaga kesehatan Selasa & Kamis (08.00–
09.00 WIB) 

4 Pelayanan Prioritas Jalur Hijau Dokter, perawat, petugas 
laboratorium 

Hari yang sama 

5 Pengantaran Kembali ke Titik 
Jemput 

Tim TRALIS (koordinator dan 
sopir) 

Setelah seluruh peserta 
selesai 

6 Pencatatan Digital Petugas puskesmas Setiap akhir kegiatan 
 
Hingga November 2025, terdapat 16 titik penjemputan aktif di empat kelurahan, termasuk 

tiga Posdifa baru, yaitu Posdifa Rumah Anak Mandiri Karim, Posdifa Mutiara Azzahra Krukut, dan 
Posdifa Rajawali Meruyung, dengan sekitar 24 difabel beserta pendampingnya telah dilayani 

selama periode evaluasi awal, dan sebagian besar di antaranya sebelumnya belum pernah atau 
jarang mengunjungi puskesmas; layanan utama yang diberikan meliputi pemeriksaan gula darah, 
kolesterol, asam urat (CKG), serta konsultasi medis (Lubis & Cadith, 2024). Penggunaan Google 
Form, barcode, dan WhatsApp memudahkan akses informasi pendaftaran, meskipun sebagian 

pengguna masih memerlukan bantuan kader saat mengisi formulir, yang menunjukkan adanya 
kesenjangan kemampuan digital yang perlu terus diperbaiki, sejalan dengan temuan Khusairi et 
al. (2025) yang menyebut rendahnya literasi digital pada kelompok lansia sebagai hambatan 
utama digitalisasi pendaftaran layanan kesehatan dasar. 

Wawancara kualitatif menunjukkan respons positif dari seluruh kelompok pengguna. Sejak 

tahap perancangan, penyandang disabilitas dan keluarga dilibatkan melalui diskusi kelompok 
terarah dan konsultasi dengan kader Posdifa sehingga kebutuhan dan masukan mereka menjadi 
dasar desain layanan, titik penjemputan, dan mekanisme pendaftaran; umpan balik lanjutan juga 
dikumpulkan setelah implementasi awal sebagai bahan perbaikan layanan. Pengguna menyatakan 
bahwa layanan antar-jemput sangat membantu mengatasi hambatan mobilitas, dan pemangku 

kepentingan lintas sektor, termasuk Camat Limo, menyatakan dukungan penuh, sejalan dengan 
pentingnya pendekatan patient-centered dalam meningkatkan kepuasan dan kepatuhan difabel 
terhadap layanan kesehatan (Nopiah & Wahyuni, 2022). Dari sisi kebijakan dan pembiayaan, 
program ini telah memiliki payung hukum berupa SK Kepala UPTD Puskesmas Limo Nomor 

440/891/KPTS/LM/XI/2025, dengan pembiayaan operasional yang memanfaatkan anggaran BLUD 
tanpa penambahan khusus sehingga mencerminkan efisiensi yang mendukung keberlanjutan 
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program. 
Hambatan akses transportasi bagi difabel merupakan isu multidimensional yang 

melibatkan faktor geografis, ekonomi, dan sosial (Tarsidi, 2011; Rahayu et al., 2013). Secara 
nasional, data Susenas dan studi Azizatunnisa' et al. (2025) menunjukkan bahwa penyandang 
disabilitas mengalami hambatan akses transportasi yang secara signifikan lebih tinggi 
dibandingkan populasi umum, dengan cakupan layanan transportasi publik yang ramah difabel 

yang masih sangat terbatas di berbagai provinsi. Penelitian Putri dan Syahansyah (2025) juga 
mengidentifikasi disparitas tersebut, khususnya di daerah urban dan peri-urban, di mana bukan 
hanya masalah infrastruktur yang membatasi akses, tetapi juga ketidakmerataan distribusi layanan 
transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Temuan lokal dari FGD di Puskesmas Limo 

mengenai keterbatasan moda transportasi dan tingginya biaya ojek daring menguatkan pola 
nasional ini, sekaligus menyoroti kebutuhan akan intervensi skala lokal yang responsif terhadap 
karakteristik wilayah setempat. 

Inovasi TRALIS Difabel merespons tantangan ini secara holistik. Berbeda dari intervensi 
konvensional yang bersifat parsial, program ini mengatasi hambatan fisik (transportasi gratis), 

administratif (digitalisasi pendaftaran), waktu (sistem Jalur Hijau), dan sosial (advokasi lintas 
sektor dan sosialisasi komunitas) secara simultan, sejalan dengan rekomendasi Hasibuan dan 
Ayuningtyas (2021) yang menegaskan bahwa perwujudan puskesmas ramah disabilitas harus 
mencakup aspek fisik maupun nonfisik, termasuk pelatihan SDM dan program jemput bola. Inovasi 
serupa pernah dilaporkan dalam konteks berbeda; ANJELITA di Puskesmas Suradita, Kabupaten 

Tangerang, menerapkan layanan antar-jemput gratis bagi ibu hamil di daerah terpencil dan 
berhasil meningkatkan akses serta menurunkan angka kematian ibu (Pemerintah Kabupaten 
Tangerang, 2023). Dengan prinsip-prinsip operasional yang sama, yaitu transportasi gratis, 
koordinasi terjadwal, dan pendampingan tenaga kesehatan, hal ini memperkuat validitas 
pendekatan yang diterapkan oleh TRALIS Difabel. 

Digitalisasi pendaftaran melalui Google Form dan WhatsApp mencerminkan adaptasi 
pragmatis terhadap konteks teknologi di Indonesia. Penelitian Khusairi et al. (2025) menemukan 
bahwa digitalisasi registrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama secara signifikan meningkatkan 
efisiensi waktu dan kemudahan akses pasien, dengan syarat diiringi pelatihan SDM dan 

pendampingan bagi pengguna. Peran kader sebagai mediator digital dalam TRALIS Difabel 
merupakan keunggulan kontekstual yang menjadi kunci keberhasilan program, sejalan dengan 
fungsi kader dalam sistem UKBM di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Penggunaan 
kerangka PDCA dalam proyek ini didukung oleh bukti empiris yang kuat dari berbagai penelitian di 
Indonesia; Limato et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi siklus PDSA di tiga puskesmas 

di Cianjur berhasil meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu ketika didukung oleh kepemimpinan 
yang kuat dan kapasitas tim QI yang memadai, sementara studi Morrow et al. (2025) di Jawa 
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Timur mengonfirmasi efektivitas PDSA sebagai model scale-up untuk intervensi kesehatan 

komunitas berbasis puskesmas. 
Integrasi program dengan Posdifa sebagai titik penjemputan strategis merupakan 

terobosan penting. Posdifa tidak hanya berfungsi sebagai titik kumpul, tetapi juga sebagai 
ekosistem dukungan sosial bagi penyandang disabilitas; Zakiyah dan Fadiyah (2020) serta 
Propiona (2021) menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas tidak 

cukup hanya melalui infrastruktur fisik, melainkan juga perlu didukung oleh jaringan komunitas 
yang aktif. TRALIS Difabel mengisi celah ini melalui kolaborasi dengan kader Posdifa dan yayasan 
difabel. Dari perspektif Universal Health Coverage (UHC), program ini berkontribusi nyata pada 
tiga dimensi utama, yaitu aksesibilitas dengan menghilangkan hambatan transportasi, 

kesinambungan melalui kontrol rutin yang terjadwal, dan keadilan melalui layanan prioritas bagi 
kelompok marjinal. Putri dan Syahansyah (2025) menemukan bahwa status disabilitas merupakan 
prediktor signifikan terhadap disparitas pemanfaatan layanan preventif dan kuratif di Indonesia, 
terutama saat terjadi krisis kesehatan. Oleh karena itu, intervensi seperti TRALIS Difabel menjadi 
penting untuk menutup kesenjangan ini, sejalan dengan penekanan Azizatunnisa' et al. (2025) 

mengenai perlunya intervensi spesifik untuk meningkatkan pemanfaatan JKN dan layanan 
kesehatan bagi kelompok difabel. 

Meskipun program TRALIS Difabel menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa 
keterbatasan yang perlu diperhatikan agar keberlanjutannya tetap terjaga. Ketergantungan pada 
SK Kepala Puskesmas membuat program rentan terhadap dinamika organisasi, seperti pergantian 

kepemimpinan atau perubahan prioritas internal, sehingga penerbitan regulasi oleh Dinas 
Kesehatan Kota Depok penting untuk memperkuat legitimasi dan perlindungan hukum sekaligus 
memastikan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan, yang perlu ditindaklanjuti melalui 
advokasi terstruktur kepada Dinas Kesehatan dan pemerintah kota agar TRALIS Difabel 
terintegrasi dalam kebijakan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. 

Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan keluarga penyandang disabilitas dapat 
menghambat akses terhadap layanan inovatif ini dan berisiko menciptakan eksklusi baru, sehingga 
pelatihan digital yang berkelanjutan perlu diintegrasikan sebagai bagian dari strategi implementasi, 
misalnya melalui modul pelatihan rutin bagi kader dan keluarga difabel serta pendampingan digital 

selama proses pendaftaran. Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data juga masih belum 
optimal, sehingga pengukuran dampak jangka panjang terhadap status kesehatan difabel, seperti 
kontrol PTM dan deteksi dini stunting, masih kurang terintegrasi, yang dapat diperkuat melalui 
pembangunan sistem basis data digital yang terhubung dengan data pelayanan puskesmas serta 
aplikasi sederhana untuk pemantauan berkala, di samping diversifikasi sumber pembiayaan 

melalui kemitraan dengan sektor swasta, CSR, maupun yayasan dan komunitas difabel untuk 
memperkuat keberlanjutan program. 
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Kesimpulan 
Program Inovasi Trans Limo Sehat (TRALIS) Difabel tampil sebagai model layanan 

kesehatan inklusif yang mampu menembus batas-batas akses transportasi bagi penyandang 
disabilitas di wilayah kerja UPTD Puskesmas Limo. Dengan mengadopsi pendekatan PDCA, 
program ini merajut solusi transportasi, digitalisasi pendaftaran, dan sistem pelayanan prioritas 
menjadi ekosistem layanan yang menyeluruh dan berdampak nyata. Keberhasilan program ini 
bertumpu pada optimalisasi sumber daya yang ada melalui pembiayaan BLUD yang efisien, sinergi 

lintas sektor yang kokoh melalui advokasi terstruktur, serta kolaborasi erat dengan jaringan Posdifa 
dan kader komunitas, yang semuanya diperkuat oleh umpan balik positif dari pengguna dan 
pemangku kepentingan. Program TRALIS Difabel memiliki potensi besar untuk menjadi model 
percontohan yang menginspirasi replikasi di puskesmas lain dalam upaya mewujudkan Universal 

Health Coverage yang benar-benar inklusif. Namun, potensi replikasi tersebut juga menghadapi 
tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan logistik di puskesmas yang tidak 
memiliki ambulans atau kendaraan khusus, perbedaan karakteristik wilayah, serta ragam kesiapan 
infrastruktur digital di tiap daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya sangat 
bergantung pada komitmen pimpinan dan dukungan lintas sektor di tingkat lokal. Untuk mengatasi 

tantangan tersebut serta mengoptimalkan dampaknya, direkomendasikan adaptasi model layanan 
sesuai kondisi setempat, penguatan pelatihan kader dan staf puskesmas, penerbitan SK Dinas 
Kesehatan Kota Depok, pengajuan hak paten atas inovasi, replikasi ke puskesmas mampu laksana 
lainnya, serta pengembangan sistem monitoring berbasis data untuk evaluasi dampak jangka 
panjang. 
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